




‘Amalia, Nurul Fitri. 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peran DPRD dalam 
Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada DPRD Kabupaten Purworejo. 
Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Semarang.   
Agung Laksono. 2009.  Artikel. DPR PascaAmandemen UUD 1945. Jurnal Majelis. 
Almond dan Verba. 1990. Budaya Politik, Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima 
Negara (Terjemahan Oleh Sahat Simamora). Jakarta : Bumi Aksara. 
Arifin, Zinal. 2018. Pengaruh Political Background dan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran 
terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (Studi pada Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo). Skripsi. Program Studi Akuntansi Fakultas 
Ekonomi. Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Ponorogo. 
Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka 
Cipta. 
Arvitaningrum, Rahmanti & Abdullah Taman. 2019. Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan 
tentang Anggaran dan Persepsi Anggota Dewan tentang Partisipasi Masyarakat 
terhadap Pengawasan APBD di Kabupaten Klaten. 2019. Jurnal Nominal Vol 8 No 2. 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta. 
Brigham, E.F., & Houston, J. F. 2006. Dasar-dasar Manajemen Keuangan (A.A Yulianto 
(ed.); Edisi 10). Salemba Empat. 
Dewi, Indah Mustika. 2011. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kapabilitas Anggota 
DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Skripsi. Fakultas Ekonomi. 
Universitas Diponegoro. Semarang. 
Dhohiri, Taufiq Rohman, dkk. 2006. Sosiologi 2 Suatu Kajian Kehidupan Masyarakat. Jakarta: 
Yudhistira. 
Ghozali, Imam. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Edisi 3. 
Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 
Ghozali, Imam. 2007. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Universitas 
Diponogoro. Semarang. 
Ghozali, Imam. 2009. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang : 
UNDIP. 
Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang: Badan 
Penerbit Universitas Diponegoro. 
Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS (ed. Ke-7). 
Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 
J. Supranto. (2009). Statistik, Teori dan Aplikasi. Jakarta: Erlangga. 
Josef Riwu Kaho. 2001. Prospek Otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Jakarta: Raja Grafindo Persada. 
 
 
Kartikasari, Dewi. 2012. Pengaruh Personal Background, Political Background, Pemahaman 
Regulasi Terhadap Peran Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi 
Kasus Pada DPRD Kabupaten Boyolali). Accounting Analysis Journal. Fakultas 
Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Semarang. 
Keputusan Presiden RI Nomor 74 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 6 tentang Tata Cara Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 
Kharimah, Firda. 2017. Pengaruh Pengetahuan Anggota DPRD tentang Anggaran, Pemahaman 
Regulasi dan Pengalaman terhadap Peran Anggota Dewan dalam Pengawasan 
Keuangan Daerah. Jurnal Vol 4 No 1. Fakultas Ekonomi Universitas Riau. Pekanbaru. 
La Palombara, J. 1974. Politics With in Nation. Englewood Cliffs : Prentice-Hall Inc. 
Linton, Ralph. 1936. The Study of Man. New York: Appleton-Century-Crofts, Inc. 
Mandacan, Mega Wati., Harijanto., Treesje. 2018. Analisis Faktor-Faktor yang Mmepengaruhi 
Kapabilitas Anggota DPRD terhadap Pengawasan Keuangan (APBD) Daerah di 
Kabupaten Manokwari. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(3). Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi. Manado. 
Meldiningtiya, Irfa. 2020. Analisi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kapabilitas Anggota 
DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Skripsi. Program Studi 
Akuntansi Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Sultan Agung. Semarang. 
Murni, Sri., Witono, Banu. 2004. Pengaruh Personal Background dan Political Background 
terhadap Peranan DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah. Perspektif. Vol 9. 
Nisa, Choyrun. 2016. Pengaruh Personal Background Dan Pengetahuan Dewan tentang 
Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) (Studi Empiris terhadap 
DPRD Kabupaten Banyuwangi). Skripsi. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi. 
Universitas Jember. Jember. 
Pemerintah Indonesia. 2003. Undang-Undang Pasal 77 Nomor 22 Tahun 2003 tentang Fungsi 
DPRD Kabupaten/Kota.  
Pemerintah Indonesia. 2003. Undang-Undang Pasal 78 Nomor 22 Tahun 2003 tentang Tugas 
dan Wewenang. 
Pemerintah Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah. 
Pemerintah Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 
Pemerintah Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah. 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 34 Ayat 3 dan 4 tentang rancangan 
kebijakan umum APBD kepada DPRD. 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 132 tentang Pengawasan terhadap 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang APBD. 
 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban 
Keuangan Daerah. 
Pramita dan Andriyani. 2010. Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran 
dengan Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD). SimposiumUMM XIII. 
Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang. 
Pramudiarta, Rizal. 2015. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan 
Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Nilai Informasi 
Pelaporan Keuangan Entitas Akuntansi Pemerintah Daerah (Studi Persepsi Pegawai 
SKPD di Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal). Skripsi. Program Studi 
Akuntansi. Universitas Diponegoro. Semarang. 
Sari, Dwiva Ulan. 2016. Pengaruh Personal Background, Political Background dan 
Pengetahuan Anggota Dewan tentang Anggaran terhadap Peran DPRD dalam 
Pengawasan Keuangan Daerah. Artikel. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. 
Padang. 
Sari, Imelda. 2017. Pengaruh Personal Background dan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran 
terhadap Kinerja DPRD Kota Padang Dalam Pengawasan Keuangan Daerah. Majalah 
Saintekes. Vol 4. No 2. Hal 050-058. 
Sarwono, J. 2011. IBM SPSS Statistic 19. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. 
Sastroatmodjo, Sudijono. 1995. Perilaku Politik. Semarang: IKIP Semarang Press. 
Siegel, Gary and Helene Ramanauskas-Marconi. 1989. Behavioral Accounting. United States 
of America. South-Western Publishing Co. 
Sopanah dan Wahyudi, Isa, 2008, Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, dan 
Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Anggaran 
dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD), Malang Corruption Watch (MCW), 
SNA XIII. 
Syahrudin & Werry. 2002. Indikator Pengetahuan Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal Pelita 
Vol.XI No.2 
Utama, Maulana Hardia. 2015. Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap 
Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Partisipasi Masyarakat dan Transparansi 
Kebijakan Publik Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada DPRD Kabupaten 
Boyolali). Naskah Publikasi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, Surakarta. 
Winarna, Jaka., Murni, Sri. 2007. Pengaruh Personal Background, Political Background dan 
Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan 
Keuangan Daerah (Studi Kasus di Karesidenan Surakarta dan Daerah Istimewa 
Yogyakarta Tahun 2006). Jurnal Bisnis dan Akuntansi. Vol 9. No 2. Hal 136-152.  
Yamin dan Kurniawan. 2014. SPSS Complete. Jakarta: Salemba Empat. 
 
 
